
 
 

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR 7 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 42 

TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BOGOR, 
 

 
 

Menimbang  : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  18 
  Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 
  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 
  Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan Peraturan Wali 
  Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran 
  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun 
  Anggaran 2025; 
 b. bahwa  dalam  rangka  menindaklanjuti  Keputusan 
 Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang 

Perubahan  Rincian  Alokasi  Dana  Alokasi  Khusus 
Nonfisik  Bantuan  Operasional  Kesehatan  Subjenis 
Bantuan  Operasional  Kesehatan  Pengawasan  Obat 
dan  Makanan  dan  Subjenis  Bantuan  Operasional 
Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi 
Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik  Dana  Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional 
Penyuluh   Pertanian   Tahun   Anggaran   2025   dan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 
tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke 
Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam 
Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja 
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 1060/KU.01.03.07/BKAD 
tanggal 6 Februari 2025 hal Penyampaian Rincian 
Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada 
APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Surat Wali 
Kota Bogor nomor 900.1.14.3/468-Ekon tanggal 23 
Januari 2025 perihal penyampaian  RKP DBH CHT 
Kota  Bogor  Tahun  Anggaran  2025  serta  adanya
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  permohonan    usulan    pergeseran    anggaran    dari 

Perangkat Daerah  dan  usulan  penggunaan Belanja 
Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat dari 
Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Bogor 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan 
disesuaikan; 

c. bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat 
 

: 
 

1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun   1999  tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 

2.    Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik 
Indonesia   Tahun   2003      Nomor   47,   Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang 
Sistem     Perencanaan      Pembangunan      Nasional 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun   2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor  2 Tahun  2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6.    Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   2021   tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

7.    Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 100 tahun 2024 tentang Kota 
Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik    Indonesia    Tahun    2024    Nomor    286, 
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Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 
Nomor 7037); 

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan    Keuangan    Badan    Layanan    Umum 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2012 

Nomor  171,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

18.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun 
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 754); 

19.  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

20.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

21.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
22.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, 
dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 
Tahun   2021   tentang   Perubahan   atas   Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 910); 
23.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita    Negara    Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

24.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun 
2023    tentang    Pedoman    Penyusunan    Anggaran 
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 799); 

25.  Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
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Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132); 

26.  Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Bogor Nomor 167); 

27.  Peraturan  Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota 
Bogor Tahun 2024 Nomor 42). 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 
 

Menetapkan   :  PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 42 TAHUN 
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN  ANGGARAN 2025. 

 
 
 

Pasal I 
Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Wali  Kota  Bogor 
Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 42) diubah 
sebagai berikut: 
1.    Ketentuan  Lampiran  I  diubah,  sehingga  berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 

2. Ketentuan  Lampiran  II  diubah,  sehingga  berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 

 
 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 

 
Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 18 Maret 2025 

 
WALI KOTA BOGOR, 

 
         TTD. 
 

DEDIE ABDU RACHIM
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Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 18 Maret 2025 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

 
 
   TTD. 
 

HANAFI 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 7 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
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